PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
] KECAMATAN AIRPURA

JIn. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
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KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 400.10.2/14/Kpts-CA/2026

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT AIRPURA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Wali Nagari Muara Inderapura
Kecamatan Airpura Nomor : 140/53/WN MRI/SP/II/2026
tanggal 24 Februari 2026 Perihal Permohonan Evaluasi APB
Nagari Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan  Nomor:400.10.2.4/11/DPMD/2026 Tanggal 18
Februari 2026 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa
dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi
Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3
Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;

e. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4
Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;

f. bahwa berdasarkan surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Tanggal 23 Februari 2026 Perihal Syarat Posting APB
Nag tahun 2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Mengingat

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, s/d huruf g menetapkan keputusan Camat
Airpura atas nama Bupati Pesisir Selatan tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Tahun 2026.

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1643);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5387);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik
Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13.Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

14. Peraturan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian
Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana
Desa Tahun Anggaran 2025;

17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran
2026;

Salinan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Dearah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
dalam mendukung Swasembada Pangan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2018 tentang Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah
Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang
Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun
Anggaran 2026;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Nagari Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang
Standar Harga Pemerintah Nagari;

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor:400.10.2.4/11/DPMD/2026 Tanggal 18 Februari 2026
Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi
Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;

Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanggal 23

Februari 2026 Perihal Syarat Posting APB Nag tahun 2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Ketiga

Keempat

30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat
Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan
Nagari;

31. Peraturan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura
Nomor 2 Tahun 2020, tanggal 20 Februari 2020 tentang
Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

32. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 4
Tahun 2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Muara Inderapura
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan
sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari
Tahun Anggaran 2026 pada huruf D angka 6 berbunyi “Wali Nagari
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi.

Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti
hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
2026 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud
akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

Dokumen APBNagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar,
Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen
Rapat, Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari TA 2026,
Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari 2026, Anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Kelima

Keenam

Kegiatan masing-masing Sumber Dana, Surat Keputusan Camat
Airpura tentang hasil Evaluasi APBNagari Tahun 2026, Photocopy
Rekening Giro, thotocopy NPWP.

Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap
pelaksanaan APBNagari yang telah dilakukan evaluasi dalam hal
terdapat keraguan/ketidak jelasan aturan terkait pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak
melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi
permasalahan hukum dikemudian hari.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 24 Februari 2026

Pembina Tingkat I
NIP. 19691023 198903 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

ok W=

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bupati Pesisir Selatan di Painan

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Kepala DPMD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
Ketua BAMUS Nagari Muara Inderapura di Nagari Muara Inderapura.



Lembar Evaluasi APB Nagari

Kabupaten

Pesisir Selatan
Kecamatan Airpura
Nagari Muara Inderapura
No. Aspek/ Komponen Periksa Kesesuaian Alat Verifikasi
Ya | Tidak
1 Aspek Administrasi dan Legalitas

Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima | V
dari Nagari secara lengkap

. Rancangan APB Nagari Muara Inderapu@ [t

. Surat

. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 |
. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 \

. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4

 Peraturan Menteri Keuangan Republik

. Peraturan mentri desa, pembangunan

Tahun Anggaran 2026,

Sekretariat Daerah ~ Nomof
400.10.2.4/11/DPMD/2026 tanggal 18
Februarl 2026 Perihal Petunjuk Teknis |3
Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana
Nagari Tahun Anggaran 2026;

.2- Lengkapi Rancan a

Tahun 2026 tentang pengalokasian dan
pembagian alokasi dana nagari tahun ‘
anggaran 2026; '.

Tahun 2026 Tentang  pedoman |
penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja Nagari Tahun anggaran 2026

Tahun 2026 Tentang Standar Hargai
Pemerintah Nagani .

Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang
pengelclaan dana desa tahun anggaran
2026

daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 7 JN




1.2

1 A ol

tahun 2023 tentan
Penggunaan dana desa
8. Peraluran  Menteri Desa dan
Pembangunan Daerah tertinggal Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang
Petunjuk  Operasional Alas  Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
Salinan Keputusan Menteri Desa dan
Pembangunan Daerah tertinggal Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Panduan Penggunaan Dana Desa untuk
Ketahanan Pangan dalam Mendukung
Swasembada Pangan;
10.8urat  dari  Dinas Pemberdayaan
Masyarakat  dan desa  Nomor:
400.10.2.4/113/DPMD/2026 Tanggal 23
Februari 2026 Perinal syarat posting
APBNag Tahun 2026
11.5urat Keputusan Camat Airpura Nomor
400.10.2/10/Kpts-CA/2026 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari
Tentang Anggaran Pendapatan Dan

|
9 rincian prioritas |

\

|

1.3

Apakah pengajuan Rancangan pemag tentang
APBNag atau rancangan pemag tentang
perubahan APBNag dilakukan tepat waktu

Belanja (APBNagari) Tahun 2026.
Keputusan  hasil Musyawarah BAMUS
Pembahasan dan Penyepakatan Pemag
tentang Rancangan APB Nagari

Apakah BAMUS telah menyepakati Rancanga{'u
Pemag tentang APB Perencanaan Nagari/

Rancangan Pemag tentang APB Nagari

Keputusan  hasi| Musyawarah BAMUS
Pembahasan dan Penyepakatan Pemag

tentang Rancangan APB Nagari

Sesuai Jadwal

Telh 3

disampai
Pemerintan L £dn kepada

Kecamata

Telah
2

sesuai aspek Administrasi dan Legalitas :

N Airpurg

Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari

2.1

Umum

B s

\



Apakah Ranca
disusun berda
tahun berkenaan

2.2 Pendapatan

Apakah estimasi
realistis

2.1.2 | Apakah penempatan

. POS  Pendapatan | N
Sesuai dengan peraturan F’erl.mdangp-‘étznciant;aarll1

Pendapatan rasionaj dan |

"gan Pemag tentang i [N ]
sarkan RKP N il o

agari/RKp Nagari

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentan
Pengelolaan Keuangan Desa

|

st

pener!
sesual aura"

ol

1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor . Esl'umatg"; sasua
2 Tahun 2026 tentang pengalokasian | Reals!

dan pembagian alokasi dana nagari

tahun anggaran 2026;

Peraturan Bupali Pesisir Selatan Nomor \
3 Tahun 2026 Tentang pedoman
penyusunan anggaran pendapatan dan '
belanja Nagari Tahun anggaran 2026
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor
4 Tahun 2026 Tentang Standar Harga
Pemerintah Nagari
- Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang

pengelolaan dana desa tahun anggaran |
2026

5. Peraturan mentri desa, pembangunan
daerah tertinggal dan transmigrasi nomor
7 tahun 2023 tentang rincian prioritas
penggunaan dana desa

6. Peraturan Menteri Desa dan
Pembangunan  Daerah  teringgal
Republk Indonesia Nomor 16 Tahun
2025 tentang Petunjuk Operasional Atas
Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2028;

7. Salinan Keputusan Menteri Desa dan
Pembangunan  Daerah

tertinggal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025
tentang Panduan Penggunaan Dana

\




Apakah estimas; Pendapatan

: d_apatan Asli
! didapatkan

telah diatur dalam Peraturan Nagari

2.2.3

Apakah estimasi pendapatan Nagari yang

ana Transfer rasional dan

bersumber dari D
realistis

Nagari yang
Nagari rasiona)
Secara legal dan

Desa untuk Ketahanan Pangan dalam
Mendukung Swasembada Pangan

Pendapatan As|| Nagari

. Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 2 Tahun 2026 tentang | AMI% an 026 dan
pengalokasian dan pembagian alokasi | Pad! aran PBH tahun 2
dana nagari tahun anggaran 2026: Pagu Rn 1 lain-lainnya

. Peraturan Bupati Pesisic Selatan | Pendapaid
Nomor 3 Tahun 2026 Tentang
pedoman  penyusunan  anggaran |
pendapatan dan belanja Nagari Tahun
anggaran 2026 l

. Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Standar

Harga Pemerintah Nagari

Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 |

tentang pengelolaan dana desa tahun

anggaran 2026

Peraturan mentri desa, pembangunan

daerah tertinggal dan transmigrasi

nomor 7 tahun 2023 tentang rincian
prioritas penggunaan dana desa

. Peraturan Menteri Desa dan

Pembangunan Daerah tertinggal

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2025 tentang Petunjuk Operasional

Atas Fokus Penggunaan Dana Desa

Tahun 2026;

Salinan Keputusan Menteri Desa dan

Pembangunan _ Daerah _tertinggal

s
o tahun 2028




e

2.3 Belanja
2.3.1 | Apakah penempatan

undang- undangan

\{»f—'

Republik Indonesia Nomor
2025 tentang Panguan
Dana Desa untuk Ketah

dalam  Mendukun
Pangan

3 Tanu!
Pengguna’dr' |
anan Panga"

g Swasembad@ |

pos Belanja -
dengan peraturan Per Ja telah sesuai | v |

6. Peraturan Menteri Desa dan

7. Salinan Keputusan Menteri Desa dan

a4
- 2N a
1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor | E'el:le(

2 Tahun 2026 tentang pengalokasian | o8

dan pembagian alokasi dana nagai ||
tahun anggaran 2026; '
. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor |
3 Tahun 2026 Tentang pedoman
penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja Nagari Tahun anggaran 2026
. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor
4 Tahun 2026 Tentang Standar Harga
Pemerintah Nagari
. Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang
pengelolaan dana desa tahun anggaran
2026
5. Peraturan mentri desa, pembangunan
daerah tertinggal dan transmigrasi
nomor 7 tahun 2023 tentang fincian
prioritas penggunaan dana desa

b

[#8)

'S

Pembangunan  Daerah tertinggal
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2025 tentang Pefunjuk Operasional
Atas Fokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2026,

Pembangunan  Daerah tertinggal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2025 tentang Panduan Penggunaan

Dana Desa untuk KMM—N

e ———
= . — a‘UD“‘"-
ge————apesa—  KabuP



23.2 | Semua kegiatan Belanja Na

dengan Kewenangan Nagari 9an telah sesyaj

dalam Mendukung

Swasembadd l
Pangan

Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentand |
pengelolaan dana desa tahun anggaran |
2026

2. Peraturan mentri desa, pembangunan |
daerah tertinggal dan transmigrasi |
nomer 7 tahun 2023 tentang rincian
prioritas penggunaan dana desa

3. Peraturan Menteri Desa dan
Pembangunan  Daerah tertinggal
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun |
2025 tentang Petunjuk Operasional '|
Atas Fokus Penggunaan Dana Desa

Tahun 2026;
4. Salinan Keputusan Menteri Desa dan
Pembangunan  Daerah fertinggal

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2025 tentang Panduan Penggunaan
Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
dalam  Mendukung  Swasembada
Pangan

- Peraturan Mented Keuangan Repubi* |

Nagaf

APBNagari paling banyak 30% dipergunakan
untuk: _

1. siltiap dan tunjangan Wali Nagari,

2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari;

3. tunjangan BAMUS; dan

4. operasional BAMUS.

Anggaran 2026

2.3.3 | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan v |Aplikasi SisKeuDes V2.07 Tidak ada kegiatan multiyear dalam
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) aplkasi siskeudes nagari tahun
anggaran 2026
2.3.4 | Apakah belanja Nagar yang ditetapkan dalam v Rancangan APB Nagari Perencanaan Tahun

Dalam Penganggaran Belanja APB

Nagari 2025 Tidak melebihi 30 ©
terd dar elebihi 30 %

: Siltap dan mn]

daﬂ_pEfangkat Nagan‘
LEngEn g

angan Walj Nagari

BAMUS Nagar Operasiong|

e1s
v arA Uesu.:::fﬂh Kﬂbupa




2.3.5

Siltap, tunjan

agari onal y
ditgapkaiandaﬁsgngkat Nagar Sesﬂ::k Yf:“
Selatan Peraluran  Bupati pegis

1k ?:tr]aturan Bupati Pesisir Sefatan Nomor 2
un 2026  Tentang pedoma"

Eenylfsunan anggaran pendapatan dan

elanja Nagari Tahyn anggaran 2026

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4

Tahunl 2026 Tentang Standar Harga
Pemerintah Nagari

ran
pengf:‘“%%adan
" ynjand=” gan
| 025“392'12 itk *Cepsual 3Patl
!o’v‘ﬁsioﬂaﬂ g eraturd
|pe{5ﬂgf:; dalam ﬁp
e

sesuai dengan peraturan Perundang- undangan

400.10.2.4/11/DPMD/2026 tanggal 18
Februari 2026 Perihal Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Desa dan Alokasi
Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor

2 Tahun 2026 tentang pengalokasian

n
2.36 | Besaran Tunjangan g Fe———— | m
gan dan O erasi — ﬂﬂaﬂaan ran,
Anggota BAMUS, dianggarkgn s:;uaalj ur;t:k R 1. Peraturan Bupati Pesisir Sefatan Nomor | Dale™ Fi.fpr:i3|'~laf_:!ari 202‘6 stl?ntuk
ditetapkan dalam peraturan Bupati yang 3 Tahun 2026 Tentang pedoman | BEl2 an O rasioan i
' penyusunan anggaran pendapatan dan Tunjangén S Nagar,
belanja Nagari Tahun anggaran 2026 aﬂggotf 4an sesual yang ditetapkan
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor gﬁfigdperamran Bupati Tentang
4 Tahqn 2026 Tentang Standar Harga pe;:[;man penyusunan anggarar:
Pemerintah Nagari nendapetan dan  belanja Nagari
Tahun anggaran 2026 Nomor 3
tahun 2026 dan Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026
Tentang Standar Harga Pemerintah
Nagari
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